ABSTRAK

Dalam merencanakan alokasi biaya untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan rill, dan proporsi biaya modal diupayakan lebih besar dari biaya pegawai atau biaya barang dan jasa. Tujuan dalam penelitian tugas akhir ini adalah untuk mengetahui prosedur penggunaan biaya langsung dan untuk mengetahui dokumen-dokumen yang digunakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam prosedur penggunaan biaya langsung
Metode yang digunakan dalam penelitian laporan Tugas akhir ini adalah Metode deskriptif. Sedangkan  teknik pengumpulan data untuk memahami prosedur penggunaan biaya langsung pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah dengan cara melakukan observasi dan studi kepustakaan.
Prosedur penggunaan biaya langsung dimulai dari bagian BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu, lalu dilanjutkan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan diserahkan ke Bank. Dokumen-dokumen yang digunakan yaitu SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Penyediaan Dana). Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, masih terjadi pemborosan dan keadaan dimana biaya pegawai dan biaya barang jasa lebih besar daripada biaya modal. Untuk itu perlu diberikan batasan jumlah biaya pegawai dan biaya barang jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan diatur dalam peraturan kepala daerah. Dengan demikian diharapkan dalam prosedur penggunaan biaya langsung yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dapat mengurangi pemborosan, dan diupayakan agar tidak ada kecurangan di setiap bagian-bagian yang terkaitnya.
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